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Wali Kota  Bogor 
Provinsi Jawa Barat 

 

PERATURAN WALI KOTA BOGOR 

NOMOR  9  TAHUN  2019 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BOGOR               
NOMOR 120 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN                    
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH                     

TAHUN ANGGARAN 2019 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALI KOTA BOGOR, 

Menimbang : a. bahwa landasan operasional pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD) Kota Bogor Tahun Anggaran 2019 
telah ditetapkan berdasarkan Peraturan           
Wali Kota Bogor Nomor 120 Tahun 2018 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; 

b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden 
Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
Tahun Anggaran 2019, Kota Bogor 
memperoleh alokasi Dana Alokasi Umum 
Tambahan dan Dana Alokasi Khusus        
Tahun Anggaran 2019 dan sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri      
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Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman 
Penyusunan Anggaran Pendapatan                      
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, 
apabila pendapatan daerah yang bersumber 
dari Dana Transfer tersebut diterima setelah 
Peraturan Daerah tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah                     
Tahun Anggaran 2019 maka Pemerintah 
Daerah harus menganggarkan Dana Transfer 
dimaksud dengan terlebih dahulu            
melakukan perubahan Peraturan Wali Kota 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 
dengan pemberitahuan kepada pimpinan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 
berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat 
Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019, 
Kota Bogor memperoleh Alokasi Bantuan 
Provinsi Jawa Barat dan sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman 
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, 
apabila pendapatan daerah yang bersumber 
bantuan keuangan bersifat khusus tersebut 
diterima setelah peraturan daerah tentang 
Anggaran Pendapatan        dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2019, dan terdapat 
kewajiban kepada pihak ketiga terkait  
dengan pekerjaan yang telah selesai                  
pada tahun anggaran sebelumnya dan sesuai 
dengan ketentuan Peraturan Menteri              
Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018          
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah                 
Tahun Anggaran 2019, dalam hal terdapat 
kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan 
pekerjaan yang telah selesai pada tahun 
anggaran sebelumnya maka harus 
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dianggarkan kembali pada akun belanja 
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2019 sesuai kode 
rekening berkenaan, maka Pemerintah 
Daerah Kota harus melakukan perubahan 
Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan  dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2019 dengan pemberitahuan 
kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya 
ditampung dalam Peraturan Daerah tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah tahun 2019; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana dimaksud pada huruf a                   
dan huruf b perlu menetapkan Peraturan  
Wali Kota; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004  
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355 ); 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 
tentang Pemeriksaan Pengelolaan                      
dan Tanggungjawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia           
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 
Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia       
Nomor 4421); 
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5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 
tentang Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia        
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir       
dengan Undang-Undang Nomor 9                      
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua                                    
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 
tentang  Sistem Informasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia             
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010          
tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia         
Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

 


